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KATA PENGANTAR

Puiji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Cassanding Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan
laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Penyusu dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Inspekiorat Daerah Kabupaten
Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system
akuntansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintah,
Pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi
Inspektorat Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Govermment dan Good
Govemance.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan
sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Purwakarta.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, parfisipatif, akuntable dan berorientasi pada
hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu
cita — cita yang ingin di capai oleh instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan pembatasan Korupsi merupakan salah satu wujud
nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun
preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan
secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan
sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan
dari segi preventif melalui perbaikan system manajemen pemerintah yang
mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi
dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya
pemerintah yang bersih dan bebas dar KKN serta berkinerja tingai.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan
untuk menyusun Rencana Strategi Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka periu
adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dar jabatan yang
dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinera, visi, misi realisasi
pencapaian indikator kinerja utaman dan sasaran dengan target yang telah
ditetapkan. Laporan Cascanding Kinerja Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta
ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintah yang
baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang
transparan, partisifatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintah di Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah.
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1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten
mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan
pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat
Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati

dan/atau Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Pelaksanaan administrasi Inspekiorat Daerah;dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya,

Struktur  Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakaria
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri
dan :

1. Inspekiur;

2. Sekretaris, terdin atas;

a, Sub Bagian Keuangan;dan,

b. Sub subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Sub subtansi Kepegawaian dan Umum;

Inspektur Pembantu |;

Inspektur Pembantu II;

e i . LR o

Inspektur Fembantu III;
Inspektur Pembantu IV;
Inspektur Pembantu Khusus;

No oo s w
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8. Jabatan Fungsional Auditor;
9, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di

Daerah (P2UPD);dan,

10. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan);

Bagan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
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Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinera Inspektorat Daeran
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah:

Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon Il, Eselon Ill dan Esclon IV
dilingkungan Inspektorat Dasrah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan yang tercantum

dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 dan Renstra

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 — 2023.

b
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Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdin dari :

- BAB | Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur
organisasi dan ruang lingrup

- BAB Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana
strategis visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan
arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)

- BAB lIl Hasil Capaian Kinerja

- BAB IV Penutup
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BABII
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemenntah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, nasional, global dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kabupaten Badung Dengan pendekatan perencaman strategis yang jelas
dan Sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 ini, mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -
2023 sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 — 2023, merupakan
dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun
(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan
perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu
lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana
pembangunan yang terarah, efekiif dan berkesinambungan yang merupakan
penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat
diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan
anggaran pembiayaan.

2.2, Visi dan Misi
2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
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instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini,
tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan
mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi
Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 — 2023 yaitu :

Visi Kabupaten Purwakarta
"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA™

Misi Kabupaten Purwakarta

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata
Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya
dengan mengacu kepada pemnyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-
isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk
kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di
masa mendatang. Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta, yang ditempuh
melalui penetapan 1 (satu) tujuan, walaupun hanya satu tapi sangat komplek
dan butuh kerja keras dan dukungan dari setiap pegawai Inspektorat untuk
mencapainya. Adapun tujuan yang di tetapkan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin
kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta”

2.2.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

6 | Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarto Tahun 2022



tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

“Optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai konsuitan, katalis dan penjamin
kualitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta”

Adapun keterkaitan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mendukung Visi dan Misi
Pemerintah Daerah dapat tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Tujuan

dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Misi ke — dua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan

Profesional

Tujuan :

Sasaran :

| Mewujudran Insperiora SeDagai
konsultan, katalis dan penjamin kualitas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta

Ciptimiansasi 1ungsi INsperioia SeDaga
konsultan, katalis dan penjamin kualitas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Kebijakan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun
2018 - 2023 dirumuskan berdasarkan wvisi, ymisi, tujuan sasaran dan target dan
arah strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakaria, serta mengacu pada
renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 — 2023, Kebijakan
Inspektorat Daerah ini juga, memperhatikan komitmen Pemerintah
DaerahKabupaten Purwakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 — 2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2018 — 2023.

Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan melalui pencapaian target — target strategis berdasarkan tujuan
strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen -
komponen penyelenggaraan pengawasan disediakan untuk mencapai target —
target strategis.

Arah kebijakan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai
dengan arah kebijakan pada Kabupaten Purwakarta periode 2018 — 2023 yang
disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

e e R
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Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam
periode 2018 — 2023 dapat dilihat pada table 2.2 di bawah ini :

Table 2.2

Srategi dan Arah Kebijakan inspektorat Daeran

Kabupaten Purwakarta

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional

Tujuan : Sasaran : Strategi - Arah Kebijakan :
Mewujudkan Optimalisasi  fungsi Memanfaatkan kualitas Memanfaatkan kualitas aparatur
Inspektoral sebagai | Inspekioral sebagai aparatur yang memadai unfuk yang memadai untuk eningkatkan
konsultan, katalis | konsultan, katalis eningkatkan kerpercayaan kerpercayaan masyarakat terkait
dan penjamin | dan penjamin masyarakai terkain = peran peran penting |nspekioral daiam
kualitas di | kualitas di penting Inspektoral dalam meningkatkan kinerja pembangunan
lingkungan lingkungan meningkatkan kinerja daarah
Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah pembangunan daerah. Memanfaatkan komitrmen pimpinan |
Kabupaten Kabupaten Memanfaatkan komitmen yang baik untuk mempertahankan |
Purwakana Purwakana pimpinan yang bak umtuk opini WTP.

mempertahankan opini WTP, Memanfaatkan kapabilitas APIP
Memanfaatian kapabiltas dalam rangka pengualan peran
APIP dalam rangka pembinaan terhadap OPD

renougian persn pembinazn Pelihaizn APIP untuk maningkatkan
lerhadap OFD pemahaman pengeiolaan keuangan
Pelibatan APIP untuk dan asset di lingkungan Pemerintah

meningkatkan  pemahaman
pangaiolaan keuangan dan
asset di lingkungan
Pemerintah Daerah

Menggunakan SOTK dan

SOP untuk merubah
paradigma dan perangkat
daerah tentang fungsi
Inspaktorat,

Peningkatan kuantitas
aparatur fungsional
peigawasan yany
bersertifilkat.

Peningkatan sarana
pandukung pelaksanaan
pengawasan

Paningkatlan akses informasi
dalam rangka optimalsasi

penggunaan system informasi
dalam proses pengawasan.

Daerah
Menggunakan SOTK dan SOP untuk

merubah paradigma dar perangkat |

daerah tentang fungsi Inspektorat.
Peningkatan
fungsional
berserifikat.
Peningkatan
pelaksanaan pengawasan.
Peningkatan akses informasi dalam

kuantitas
pengawasan

aparatur
yang

sarana  pendukung

rangka optimalisasi penggunaan
:':y:lit':n'l'l iiaiiEsl i piuaes |
pengawasan.
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2.4 Cascading Kinerja

Casanding kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /
kesepakatan kinerja / perjanjian kineria antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran
yang telah di tetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin
dicapai tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas
pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah
memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalani
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau

Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (GWPP):

Penyusunan laporan hasil pengawasan,;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Inspektorat

Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 — 2023 seperti yang telah diuraikan di

atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang patut diangkat dan periu

dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai

landasan mewujudkannya dengan :

1. Masih banyaknya pemasalahan atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi

oM O

Tindak Pidana Korupsi yang bersifat material. Kondisi ini tercermin dari hasil
pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam Buku lIl: hasil pemeriksaan BPK
atas kepatuhan terhadap perundang — undangan.

2. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan
hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.

3. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Perangkat
Daerah.

4, Masih belum optimalnya manajemen parangkat daerah dalam menerapkan
SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance.
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5. Belum optimalnya kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
dalam melaksanakan perannya sebagai konsultatif dan katalis dalam
penyelenggaraan pemerintah.

6. Masih benyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan pada umumnya dan pelayanan public yang diberikan perangkat
daerah khususnya..

Dari isu — isu strategis tersebut dijadikan landasan / dasar Inspektorat
Daerah dalam menentukan Program dan Kegiatan yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKFD
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
2) Sub Kegaitan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Sub HKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Elektronik pada SKPD
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
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2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak dan Perizinan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah
3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa Kerjasama Pengawasan Internal
6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK - Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Kegiatan Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah

2) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

3) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan
Integritas.

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dar Pemerintah Kbupaten
Purwakaria yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci
dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 dapat dilihat sebagimana dalam lampiran.

e
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HASIL CAPAIAN KINERJA
Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta dan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian target indicator
kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan atau diperjanjikan
antara esselon || dengan Bupati maupun esselon dibawahnya. Capaian kinerja diukur
dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja.

3.1 Hasil Capaian Kinerja atas Penetapan Kinerja Inspektorat

Tabel 3.1
Hasil Capaian Kinerja atas Penetapan Kinerja Inspektorat
Tahun 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi |
5 B 2 == 3 a i

Terwujudnya Optimalisasi | Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 2
Fungsi Inspektorat sebagai | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 80% 85,46%
Konsultan, Katalis dan | Temuan APIP pada Perangkat Daerah
Penjamin Kualitas | Persentase Penyelesalan Tindak Lanjut 80% 84,12%
Penyeienggaraan Urusan | Temuan APIP Provinsi dan BPK RI
Pemerintahan Kabupaten | presentasi Nilai SAKIP kategori Baik (B) 80% 89,13%
Purwakarta pada Organisasi Perangkat Daerah

Opini BPK terhadap Penilaian LKPD WTP WTP

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 20PD 00oPD

{(WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan | dengan |

Melayani Predikat

WBK

Dari 6 Indikator Kinerja hanya 2 indikator yang belum mencapai target yang
sudah ditetapkan yaitu Level Kapabilitas APIP dengan hasil masih berada pada
level 2 sedangkan targetnya yaitu Level 3 dan Predikat WBK / WBBM pada OPD
masih belum mencapai target yang ditertapkan, hal ini disebabkan karena nilai
SPIP nya masih berada pada level 2.
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Sedangkan 6 indikator yang lain sudah mencapai target yaitu

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan APIP pada Perangkat Daerah
dengan capaian 85,46%, hal ini sudah melebihi dari target yaitu sebesar 80%.

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan inspektorat Provinsi dan BPK —
Rl sudah mencapai 84,12%, hal ini sudah melebihi dari target yang sudah
ditetapkan sebesar 80%,

3. Persentase nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah
sudah mencapai 89,13%, hal ini sudah melebihi dari target sudah ditetapkan
yaitu sebesar 80%.

4. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani, tidak satupun OPD dapat diusulkan ke Menpan -RB, hal ini
disebabkan nilai SPIP Kabupaten Purwakarta masih berada pada Level 2.

Namun demikian untuk dapat mencapai pada setiap Indikator yang sudah
ditetapan oleh Satuan Perangkat Daerah masih menuntut adanya kerja keras dari
berbagai pihak, bukan hanya dari Inspektorat Daerah tetapi dari seluruh OPD,
sehingga indikator ~ indikator yang belum tercapai bisa tercapai pada tahun 2023.

3.2 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan ditetapkan juga dalam
Keputusan Inspektur Nomor 700/84A/Inspektorat/2021 tentang Perubahan atas
Keputusan Inspektur No. 800/29/Inspekiorat/2020 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakaria,
sebagai berkut :

Tabel 3.2
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

. Kapaitﬂs Aparatur Pengawas Internal |
Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten
Purwakarta

2. | Presentase  Tindak Lanjut hasil % 80 84,79 _I
pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan !
|rekumn-dasirwa
3. | Presentase Nilai SAKIP kategor Baik (B) % 80 89,13
pada Organisasi Perangkat Daerah
4. | Opini BPK terhadap penilaian LKPD Opini_ | WIP | WIP |
5. | Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi OPD 2 0
(WBK) / Wilayan Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
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3.3 Hasil Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
No Indikator Kinerja Target Capaian Ket
1. [Jumiah Pembinaan dan Pengawasan | 460PD | 470PD | Tercapai |
| Kepada SKPD yang telah dilaksanakan 102,17%
2. | Opini BPK terhadap penilaian LKPD WTP WTP Tercapai
| 100%

3. | Presentase  Tindak Lanjut  hasil 80% 85,46% Tercapal |
pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan 106,82%
rekomandasinya i

| 4. | Peningkatan Kapabilitas APIP Leveld | Level2 Belum
Tercapal
1 5. | Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi| 2OPD 00PD Belum
; (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Tercapai
Melayani (WBBM)
6. | Persentase OPD yang mendapatkan | 90% 100% | Tercapai
| nilai  75% dalam pelaksanaan 111,11%
| Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah
sudah ada 4 indikator yang sudah mencapai target, sedangkan 2 indikator lagi
belum tercapai yaitu Peningkatan Kapabilitas APIP dan Predikat Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal ini
menuntut kemitmen yang jelas untuk :

1. Pencapaian level 3 Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)

3.4 Realisasi Anggaran
Penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022
sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu untuk mencapai sasaran
strategis, semula dianggarakan sebesar Rp. 6.076.202.000.- namun ada
penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 7.709.179.366 dan terealisasi
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sebesar Rp. 6.802.412.459 - atau 88,24%. Adapun anggaran dan penggunaan
dana untuk mencapai sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :
Tabel 3.4

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat
Kabupaten Purwakarta Tahun Angaaran 2022

Program Penuniana 3.637.109.366 3.277.660.050
Urusan Pemerintah
Daerah

1. | Administrasi Barang Milik 9.600.000 9.600.000 100,00
Dacrah pada Perangkat
Daerah

2. | Administrasi 374.670.000 341.305.941 91,10
Kepegawaian Perangkat

__| Daerah

3. | Administrasi Umum 1.677.164.350 1615.410.758 96,32
Perangkat Daerah

4. | Penyediaan Jasa 1.217.575.016 967.826.151 79,49
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

5. | Pemeliharaan Barang 358.100.000 343.523.200 95,93
Milik Nasrah Penuniann
Urusan Pemerintah
Daerah

I | Program 2.953.600.000 2.487.039.900 84,20
Penyelenggaraan
Pengawasan

1. | Penyelenggaraan 2.722.100.000 2.293.004.900 84,24
Pengawasan Internal

2. | Penyelenggaraan 231.500.000 194.035.000 83,82
Pengawasan dengan
Tujuan Terentu

il | Program  Perumusan 1.118.470.000 1.037.706.500 92,78
Kebijakan
Pendampingan dan
Asistensi

1. | Pendampingan dan 1.118.470.000 1.037.706.500 92,78
| Asistensi o

Jumliah Total 7.709.179.366 | 6.802.412.450 | 88,24 |

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada dasamya seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Purwakara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini
terlihat dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai “88,24%".
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BAEB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini
adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan
instansi pemerintah sebagai jabaran misi kedua pemerintah daerah yang dibebankan
kepada Inspekiorat. Capaian Kinerja ini juga menberikan gambaran atas pencapaian
kinerja bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas. partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif
dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan
landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan
menguatnya kontrol dan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta ini dibuat semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran
yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan

i

e Inspektur
~Inspek J" rah Kabupaten Purwakarta

| ".—_'-‘HlP 14&5151%‘2&31 008
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Nurhidayat, MM, CGCAE
Jabatan . Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANNE RATNA MUSTIKA
Jabatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan pthak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapatan target kinea tersebut menjadi tanggung jawab
kamu,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. H IRHIDAYAT, MM, CGCAE
NIP. 19640515 199203 ] 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran : 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
i 2 k] [l
1. | Terwujudnya Optimalisasi Fungsi | Level Kapabilitas APIP Level 3
Inspektorat  sebagai  Konsultan,
Katalis dan Penjamin Kualitas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
Persentase nilai SAKIP kategori Baik (B) 80%
pada Organisasi Perangkat Daerah
Predikat Wilavah Bebas Korupsi (WBK) 20PD
/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan
(WBBM) Predikat
WBK
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 80%
Temuan APIP pada Perangkat Daerah
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 80%
Temuan Inspektorat Provinsi dan BPK
Opini BPK terhadap penilaian LKPD WTP
Program Sasaran Program Anggaran Keterangan
Program Penunjang | Meningkatnya  penvelenggaraan | Rp.  3.204.132.000,- | APBD
Urusan pelayanan administrasi perkantoran
Pemerintahan Inspektorat Daerah  Kabupaten
Daerah Kabupaten | Purwakarta
Purwakarta
Program Meningkatnya pembinaan dan |Rp.  2.053.600.000,- | APBD
Penyelenggaraan pengawasan kepada OPD dan Desa
Pengawasan di Kabupaten Purwakarta
Program - Meningkatnya pengetahuan, | Rp. §18.470.000,- | APBD
Perumusan kemampuan dan keterampilan
Kebijakan, Fungsional Inspektorat dalam
Pendampingan dan | melaksanakan pendampingan dan
Asistensi pengawasan terhadap OPD
- Membangun OPD di Kabupaten
Purwakarta yang berintegritas
Jumlsh Rp. 6.076.202.000,-
Purwakarta,
AK KEDUA,
PURWAKARTA
MUSTIKA

NIP. 19640214 198903 1 007




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Agus Sulistrivanto, S.Sos, M .Si

NIP : 19670831 199303 1 007

Jabatan : Sekretans pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. Nurhidayat, MM

NIP : 19640515 199203 1 008

Jabatan . Inspekitur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini_
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Purwakarta, Januan 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

NURHIDAYAT, MM, C H. Agus Sulistrivanto, S. M.Si
NIP. 19640515 199203 1 008 NIP. 19670831 199303 1 007




PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

- No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket ‘
i = RS e 3 4 SR
1. | Meningkatnya daya dukung asset | Persentasi sarana dan prasarana 100% Non IKU

terhadap kelancaran pelaksanaan | aparatur dengan kondisi baik :r
tugas I|
2.  Meningkatkan mutu pelavanan | - Persentase ketersedian SOP sebagai 80% Non IKU
| Inspektorat pedoman baik bidang administrasi
| maupun pengawasan
- Persentase OPD vang terlayam 90% Non IKU
dengan baik (Hasil Survey Kepuasan
terhadap OPD)
‘3. | Meningkatnya  kualitas  SDM | Persentase pelaksanaan Pendidikan | 100% | Non IKU
Aparator  Pengawasan melalui | dan  pelatthan  bagi  aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis pengawasan
4. | Meningkatnya kualitas Perencanaan | - Persentase penyelesaian dokumen |  100% | Non IKU
dan Pelaporan Inspektorat perencanaan dan pelaporan secara
tepat waktu
- Level Kapabilitas APIP Level 3 IKU
. - Predikat Penilaian SAKIP BB Non IKU
Inspektorat
5. | Terlaksananya tata Kelola keuangan | - Persentase capaian realisasi 95% Non IKU
yang efekuf, efisien dan akuntabel keuangan
- Persentase penyelesaian  laporan 100% Non IKU
keuangan secara lepat wakiu
i Program Anggaran Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp.  3.204.132.000,- AFBD
Daerah Kabupaten Purwakarta -
Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp.  2.053.600.000,- APBD
Program Perumusan Kebijakan, | Rp 818.470.000,- APBD
Pendampingan dan Asistensi
=t Rp.  6.076.202.000 |
Purwakarta, Januan 2022
PIHAK PERTAMA,

Ir. H. RURHIDAYAT, MM, CGCAE

g

NIP, 19640515 199203 1 008

H. Agus Sulistrivanto, S.S50s, M.Si
NIP, 19670831 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah im :

No. Nama NIP Jabatan (B
1. | Kokon Zarkoni, ST, MT | 19681010 199703 1009 | Inspektur Pembantu I
2. | Raina Mustika, SH, MM 19830330 200801 2 002 | Inspektur Pembantu II
3. | Hendra Fadly Supratman, SE 19770509 200901 1 002 | Inspektur Pembantu 111
4. | Drs. Teddy Iskandar, M.Si 19720220 199603 1 003 | Inspektur Pembantu IV
Sclanjutnya disecbut pihak pertama
Mama : Ir. H. Nurhidayat, MM
NIP . 19640515 199203 1 008
Jabatan . Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjuitnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dan perjanjif ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenan penghargaan
dan sanksi.

Purwakaria, Jamuani 2022

PIHAK PERTAMA
Inspektur Pembantu
I. Koken Zarkoni, ST, MT

NIP. 19681010 199703 1 009

IP. 19640515 159203 1 D08

2. Ratna Mustika, SH, MM
NIP. 19830330 200801 2 002

3. Hendra Fadly Supratman. SE
NIP. 19770509 200901 1 002

4. Drs. Teddy Iskandar. M.Si
NIP. 19720220 199603 1 003




PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket
] 2 3 4 4
I. | Menyusun Rencana Pengawasan Terselesaikannya penyusunan Program | | berkas | Non IKU
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
pada masing - masing wilayah kerja
Inspektur Pembantu
2. | Meningkatnya Penyelesaian Tindak | - Persentase  Penyelesaian  Tindak 80% IKU
Lanjut baik hasil pemeriksaan | Lanjut Temuan APIP pada Perangkat
Inspektorat Daerah, Inspektomat| Daerah
Provinsi dan BPK RI - Persentase  Penyelesaian  Tindak 80% Non IKU
Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi
- Persentase  Penyelesalan  Tndak 80% Non IKU I
Lanjut Temuan BPK Rl |
4. | Terlaksananya Kegiatan | - Jumlah OPD yang dilakukan | 47 OPD IKK
Pengawasan Intern APIP pembinaan dan pengawasan
- Presentase  Penyelesaian Laporan 85% Non IKU
Hasil Pengawasan (LHP) tepat waktu
- Presentase Perangkat Daerah yang 80% IKU
Nilai SAKIP-nya berkategon
minimal “Baik™
- Terlaksananya kegiatan pengawasan 30% | NonlKU
atas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan Zona Integritas
!
Kegiatan Anggaran Keterangan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Pengawasan Kinerja Pemenntah Daerah | Rp. 842.800.000.- APBD
= Pengawasan  Keuangan  Pemerintah | Rp. 1.053.500.000,- APBD
Daerah
{ - Reviu Laporan Keuangan Rp. 9.800.000,- APBD
- Pepawasan Desa Rp. 446 400.000 - APBD
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut | Rp. 297.600.000 - APBD
Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan Tindak
Lanjut Pemeriksaan APIP




Kegiatan | Anggaran I{eterangan_r
Pen&:in?ﬂiignn dan Asistensi T
- Pendampingan dan Asistensi, Venfikasi | Rp. 79.900.000,- APBD
dan Penilaian Reformasi Birokrasi
/ J“mhh RP- I-Tmm-M'

Purwakarta, Januari 2022

PIHAK PERTAMA
Inspektur Pembaniu

I. Kokon Zarkeai, ST, MT
NIP. 19681010 199703 1 009

19640515 199203 | 008

)

Ratna Mustika, SH, MM
NIP. 19830330 200801 2 002

o

Hendra Fadly Supratman, SE
NIP. 19770509 200901 | 002

4. Drs. Teddy Iskandar, M.Si
MIP. 19720220 199603 | 003




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Kusnandar, S.Pd, MT

NIP : 19720127 199003 1 003

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama . Ir. H. Nurhidayat, MM

NIP © 19640515 199203 1 008

Jabatan . Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

AK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

P. 19640515 199203 1 008




PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket
i 2 3 i 1
1. | Menyusun Rencana Pengawasan | Terselesaikannya penyusunan Program | 1 berkas | Non IKU
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) |
pada Inspektur Pembantu Khusus _
2. | Terlaksananya Kegiatan | - Terlaksananya  kegiatan  reviu 100% Non IKU
Pengawasan Intern APIP RENSTRA, RKPD, LAKIP
PEMDA, LKPJ, LPPD, Evaluasi
SAKIP PEMDA dan TEPRA
- Terlaksananya kegiatan pengawasan 100% Non IKU
atas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah,
- Tercapainya predikat Wilayah Bebas | 2 OPD IKU
| Korupsi (WBK) dan Wilayah
I Birokrasi Bersih dan Melayam
| (WBBM)
; - Persentase penanganan pengaduan 100% Non IKU
'L masyarakat !
' - Terlaksananya Pengawasan Dengan 100% Non IKU
Tujuan  Tertentu  (pemeriksaan
Investigasi, proses penyelesaian
TPTGR dan PKKN/D)
3. | Meningkatkan kepatuhan ASN | - Persentase pejabat esselon Il dan I11 |  100% | Non IKU
dalam melaporkan harta | serta Auditor yang melaporkan harta
kekayaannya kekayaannya (LHKPN) .
- Persentase ASN dalam melaporkan 80% Non IKU
karta kekayaannya
Kegiatan Anggaran Keterangan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Reviu Laporan Kinerja | Rp. 72.000.000- | APBD
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
' Penanganan Penyelesaian Kerugiaan Negara E Rp. 18000.000- |  APBD
/ Daerah v
_Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp. 213.500.000.- APBD




Kegiatan Anggaran Keterangan

Pendampingan dan Asistensi

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan | Rp. 79.900.000 - APBD
Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah Rp 383.400.000,- 1

Purwakarta, Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19640515 199203 1 008

127 199903 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

MNama : Oyok Sulastilah. 8.Sos
NIP © 19650612 199202 2 002
Jabalan . Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : H. Agus Sulistrivanto, S5.Sos, M.Si
NIP : 19670831 199303 1 007
Jabatan . Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Purwakarta, Januan 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
H. Agus Sulistrivanto, S.50s, M.Si k Sulastil

NIP. 19670831 199303 1 007 NIP. 19650612 199202 2 002



PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAI
KABUPATEN PURWAKARTATAHIUN 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket

1 2 3 4 |

F]
1. | Terlaksananya tata kelola keuangan | - Persentase  capaian  realisasi | 95% | NonIKU
| yang efektif, efisien dan akuntabel keuangan
| - Persentase  penyelesaian laporan | 100% IKK
keuangan secara tepat waktu

2. | Meningkatnya tata Kelola | Persentase Penyelesaian kelengkapan 100% Non IKU
administrasi keuangan administrasi keuangan

3. | Meningkatnya Kinerja pegawai non | Persentase pelaksanaan pembayaran | 100% | Non IKU
PNS di lingkungan Inspektorat gaji non PNS di lingkungan Inspektorat

Kegiatan Anggaran Keterangan
Administrasi Kevangan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyususnan Laporan | Rp. 6.779.600,- APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
_Administrasi Umum Perangkat Daerah

- - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Rp, 160.150.000,- APBD
Konsultasi SKPD i

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Rp. 1.094 875.016.- APBD
Kantor
Purwakarta, Janoan 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
H. Agus Sulistrivanto, S.Sos. M.Si !

Oyok Sulastilah, S.Sos
NIP. 19670831 199303 | 007 NIP. 19650612 199202 2 002




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . Ai Herhiam, SKM, ME

NIP - 19800511 200501 2014

Jabatan - Sub-Koordinator Sub-subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . H. Agus Sulistriyanto, 5.S0s, M.Si

NIP - 19670831 199303 | 007

Jabatan : Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapatan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dan peganjian ini dan mengambil Tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Fomnrl

H. Agus Sulistrivanto, S.Sas, M.Si Ai Herliani, SKM, ME
NIP. 19670831 199303 1 007 NIP, 19800511 200501 2 014




PERJANJIAN KINERJA
SUB-KOORDINATOR SUB-SUBTANSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

]

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket
ok 2 3 4 i
' 1. | Meningkatnya kualitas Perencanaan | - Persentase penyelesaian dokumen | 100% IKK
’, dan Pelaporan Inspektorat perencanaan dan pelaporan secara
! tepat waktu

- Level Kapabilitas APIP Level 3 IKU
2. | Meningkatnya Penyelesaian Tindak | - Persentase  Penyelesaian  Tindak 80% IKU
Lanjut baik hasil pemeriksaan | Lanjut Temuan APIP pada Perangkat
Inspektorat Daerah, Inspektorat| Daerah
Provinsi, BPKP dan BPK RI - Persentase  Penyelesaian  Tindauk 80% Non IKU
Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi
' - Persentase  Penyelesaian  Tndak 80% Non IKU
Lanjut Temuan BPK RI
3. | Meningkatkan mutu pelayanan | - Persentase ketersedian SOP sebagai 80% Non IKU
Inspektorat pedoman baik bidang administrasi
maupun pengawasan
- Persentase OPD vyang terlayani 90% Non IKU
dengan baik (Hasil Survey Kepuasan
terhadap OPD)
4. | Terlaksananya Kegiatan | - Terselesaikannya  penyusunan | 1 berkas | Non KU
Pengawasan Intern APIP . Program Kerja Pengawasan Tahunan .
. (PKPT)
| «Jumiah  OPD yang dilakukan | 47 OPD IKK
| pembinaan dan pengawasan
- Predikat Penilaian SAKIP BB IKU
Inspektorat
Kegiatan Anggaran Keterangan
Pendampingan dan Asistensi L5
- Pendampingan dan  Asistensi Urusan | Rp. 605.352.000, APBD
Pemerintah Daerah
- Pendampingan, Asistensi dan verifikasi | Rp. 133.218.000,-
penegakan Integritas - g
Jumiah Rp. 738.570.000,-
Purwakarta, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIH

Fn~—t

Si

A o
NIP. 19670831 199303 1 007

NIP. 19800511 200501 2 014




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama © Hj. Sri Aisyah

NIP . 19650305 199303 2 004

Jabatan . Sub-Koordinator Sub-subtansi Kepegawaian dan Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Agus Sulistriyanto, S.Sos, M.Si

NIP : 19670831 199303 1 007

Jabatan - Sekretanis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Purwakarta, Janoan 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
listrivanto i . Sri Ai

NIP. 19670831 199303 1 007 NIP. 19650305 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA
SUB-KOORDINATOR SUB-SUBTANSI KEPEGAWAIAN DAN UMUM
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket

3 = & 4

]
Meningkatnya daya dukung asset | Perscntasi sarana dan prasarana 75% Non IKU
terhadap kelancaran pelaksanaan | aparatur dengan kondisi baik
tugas

Meningkatnya  kualitas SDM | Persentase pelaksanaan Pendidikan 100% IKK
Aparatur  Pengawasan melalui | dan  pelanhan bagi  aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis | pengawasan

Meningkatnya tata Kelola urusan @ Persentase pelaksanaan kenaikan | 100% | NonIKU

administrasi kepegawaian pangkat dan dan kenaikan jenjang
fungsional secara tepat waktu
Meningkatnya tata kelola asset di | Persentase  pemenuhan  dokumen | 100% | Non IKU
lingkungan Inspektorat pelaporan terkait asset secara tepat dan
termci
Terlaksananya penyusunan | Persentase  pemenuhan  dokumen | 100% | Non IKU

| perencanaan  terkait  kebutuhan | perencanaan terkait kebutuhan barang,
barang, usulan kebutuhan pegawai | usulan kebutuhan pegawai dan
dan pelaksanaan Pendidikan dan | pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan

pelatiban 24 s
Kegiatan | Anggaran | Keterangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Pernngkat Daerah X
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada | Rp. 9.600.000.- ‘ APBD
SKPD (Inspektorat)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelathan Pegawai | Rp. 3?4.6?ﬂ.0ﬂﬂ.-—[APBD
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / | Rp. 47.697.600,- | APBD

Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Rp. 962.977.450,- | APBD

Kantor
| = Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 86.672.400- | APBD
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 191.762.400,- | APED

- Penyediaan Barang Cetakan dan | Rp. 122.304.500,- | APBD
Penggandaan
|- Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 105.600.000,- | APBD




Kegiatan | Anggaran | Keterangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Rp. 253.000.000,- | APBD
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas
Jabatan

|- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Rp, 57.600.000,- | APBD
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas. Operasional atau

Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 47.500.000,- | APBD
Lainnya e
Jumiah Rp.  2.382.084.350,
Purwakarta, Januan 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
. s Sulistrivanto M.Si Hij. Sri Aisvah

NIP. 19670831 199303 1 007 NIP. 19650305 199303 2 004



RIIPATI PIIRWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 229 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimbang

TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) huoruf b, Peraturan Menferi Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib
melaksanakan penvederhanaan birokrasi;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri,
Nomor 061/5875/0TDA,Tanggal 10 September 2021,
Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemierintah Daerah RKabupaieil/Rota Froviiisi Jawa
Barat, pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil
pertimbangan vyang diberikan Mendagri melalui
Gubernur [(GWPP] tersebut dengan melakukan

penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan leih lanjut dengan
Peraturan Bupati;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b
dan huruf ¢ diatas, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 1968 Nomor 31, l'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
530);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.JA
INSPEKTORAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjuinya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Purwakarta.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Newan Perwmkilan Rakyat Daerah dalam penvelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasasan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden vang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyeclenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayvani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta scbagaimana dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta.

B. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

9. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses
penataan  birokrasi  untuk  mewujudkan  sistcm
penyclenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan
efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.



10.

Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan
unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi
Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yvang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organi
Pasal 4
Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Inspektur Pembantu [;
Inspektur Pembanitu 11;
Inspektur Pembantu III;
Inspektur Pembantu IV;
Inspektur Pembantu Khusus;
Jabatan Fungsional Auditor;

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD); dan

J. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan  struktur organisasi Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(1)

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Pasal 5

Inspektorat Daerah mempunyvai tugas membantu Bupati
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah dalam  melaksanakan  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan darn Bupati dan/atau Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupsi;

[. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan.

h. pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Bupati
lerkail dengan tugas dan fungsinyva.

Bagian Kedua
Perincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspcktur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat
Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan uwrusan  pemerintahan di  Daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pelaksanaan  urusan
Pemerintahan Desa.



(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

PENyUSUNAN PErencanaan program pengawasan;
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di Daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan Desa;

pelaksanaan koordinasi dan pengendalian
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
fugas pengawasan;

pengawasan  pelaksanaan  program  reformasi
birokrasi;

pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah
daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
pembinaan dan pengendalian kegiatan
ketatausahaan Inspektorat Daerah;

pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional di
lingkungan Inspektorat Daerah:dan

melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana
diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan

perundang-undangan.

Dalam menvelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur
mempunyai perincian tugas :

.

menetapkan dan melaksanakan rencana strategis dan
rencana kerja Inspektorat Daerah;

menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat Daerah yang meliputi koordinasi
rencana pengawasan, pengolahan data, ruang
lingkup, sasaran pengawasan, waktu dan tenaga
pengawasan;

merumuskan kebijakan penetapan untuk
pengawasan dalam  peningkatan  kemampuan
aparatur, pelaksanaan koordinasi antar lembaga
pengawasan dan peningkatan kualitas pemeriksaan,
merumuskan kebijakan penetapan ruang lingkup
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah meliputi adminisirasi umum pemerintahan
yaitu terhadap kebijakan daerah, kelembagaan,
pegawai dacrah, keuangan daerah dan barang daerah;
merumuskan kebijakan penetapan ruang lingkup

pengawasan atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan yaitu terhadap urusan wajib, urusan



pilihan, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman

hibah luar negeri;

. merumuskan kebijakan penetapan ruang lingkup
pengawasan insidental atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan meliputi pemeriksaan atas perintah,

atas pemberitaan media massa dan atas pengaduan
masvarakat;

. merumuskan kebijakan pengawasan dan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
menyampaikan laporan  hasil pemeriksaan  kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
menyusun tndaklanjut, pemutakhiran data dan

evaluasi;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi rapat internal

yang meliputi rapat koordinasi pengawasan, lasiitasi
pengawasan dengan Perangkat Daerah dan koordinasi
dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan
eksternal yang meliputi fasilitasi di luar APIP, dan
fasilitasi dengan aparat penegak hukum;
menetapkan petunjuk  teknis pengawasan atas
penyvelenggaraan pemerintah daerah dan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan  desa dan
pelaksanaan wurusan pemerintahan desa serta
pemeriksaan tertentu;

.memberikan petunjuk teknis kepada bawahan
terhadap laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan serta pemeriksaan atas perintah;
memberikan . petinink teknis | kepada bawahan
terhadap tindak lanjut atau pemutakhiran data hasil
pemeriksaan;

. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset

daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;

. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

anggaran Inspektorat Daerah;

. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam

penguasaan Inspektorat Daerah;

. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Inspektorat Daerah;

. menyampaikan laporan keuangan Inspektorat
Daerah;



(1)

(2)

(3)

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah

dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan
lingkup tugas pada Inspektorat Daerah;

. membina, mengendalikan dan mengevaluasi program

dan kegiatan Inspektorat Daerah,;

menyelenggarakan perumusan dan  penetapan
Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja
(RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat Daerah;

. mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;

. mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten sesuai NSPK;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- melaksanakan  migas  kedinasan  lainnva wvang

diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yvang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
Daerah.

Sekretarat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah
dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif
ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretarat mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian

b.

rencana dan program kerja pengawasan.
penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan
penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat
pengawasan fungsional daerah.

penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan
teknis fungsional.



(4

d.

&

h.

penyusunan, penginventarisasian dan
pengkoordinasian dan data dalam  rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan.
pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat
menvurat dan rumah tangga.

penginvenlarisasian permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan program Kkerja
Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut
penyelesaiannya.

penyvusunan laporan pelaksanaan tugas dan program
Sekretariat.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam mcnyclenggarakan tugas dan fungsi schagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris
mempunyai perincian tugas :

menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan, meliputi Perencanaan dan
pelaporan, penatausahaan keuangan SKPD,
manajemen dan administrasi kepegawaian, dan
manajemen urusan umum;

menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara
lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Inspektur
Pembantu di Lingkungan Inspcktorat baik sccara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta wuntuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan konsep kebijakan Inspektur sesuai bidang
tugas Sekretaris untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas,

vang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan
akunting;



(1)

(2)

g menyelenggarakan penyusunan, inventarisasi dan
pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan
proses penanganan pengaduan masyarakat;

h. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional
dan Prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan;

i. melaksanakan bimbingan f{eknis  fungsi-fungsi
pengawasan dan pelayanan administrasi perkantoran
sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan Sckretariat dapat
dilaksanakan secara cfektif dan efisien;

j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan

dengan pelaksanaan tugas dan program sekretariat
serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian
masalahnya;

k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

|. membuat laporan pelaksanaan tugas sekretaris

kepada Inspektur sebagai dasar pengambilan
kebijakan lebih lanjut;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Inspektur baik secara lisan maupun tertulis sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8
Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat, terdiri dari :
a. Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
b. Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum,

Perincian tugas Sekretariat di Kelompok Sub-substansi
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan, yakni :

a. koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dalam

rangka menyiapkan rumusan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) berdasarkan rencana kerja yang telah
disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



. menyelenggarakan penyusunan, pemantauan, reviu,
evaluasi serta monitoring tindak lanjut : hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK- RI), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat
dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

. menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam rangka
penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana
Kerja (RENJA) Inspektorat Dacrah;

. menyiapkan bahan pengkoordinasian rencana/program
kerja pengawasan dan fasilitasi mengacu pada rencana
kerja Inspektorat Daerah;

. menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan
pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;

. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksanan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKF),
Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta;

. penyusunan laporan dan statistik pengawasan;

melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan dan mendokumentasikannya;

penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan,
standar opcrasional proscdur, pedoman dan potunjuk
teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan;

. menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data
pengawasan;

menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil
pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
hasil pengawasan;

. menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja
(RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat Dacrah;

. menyusun laporan kinerja  pengawasan  yang
dilaksanakan Inspcktorat Daerah;

. pengumpulan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan
perencnaan, evaluasi dan pelaporan;dan

. pelaksanaan analisis dan pengembangan.



{3) Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum,
mempunyai tugas:
a. menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan

b.

C.

urusan kepegawaian dan umum;
menyusun cstimasi kebutuhan /formasi pogawai;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di
lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut
kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu
istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi
keschatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil,
tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar,
membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai,
penyesualan ljazah, usulan member penghargaan dan
tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian
angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin
pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan
pemberian /penolakan izin pernkawinan/perceraian,
membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan
dari dan dalam jabatan, membuat dan atau
mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai
dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan
pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di
lingkup Dinas;

mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan
kearsipan;

mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan
Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pengadaan dan  pendistribusian
perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis
Kantor (ATK) di lingkup Dinas;

micnigelola sarana dan prasarana Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Unit (REKBU) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);

menviapkan usulan Bendaharawan Barang dan
Petugas Inventaris Barang;dan



(1)

(2)

(3)

(4)

. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/.Jasa
dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,
penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan
pelaporan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan anggaran dan penyviapan bahan tanggapan

atas laporan pemeriksaan keuangan;
b. Pelaksanaan perbendaharaan;dan
c. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Sub Bagian
Keuangan memunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan
schagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan
kepada unit organisasi di lingkup Inspektorat;

c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku
pejabat penatausahaan keuangan di lingkup
Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

d. menyusun dan mengusuikan calon Bendahara dan
Pembantu Bendahara di lingkup Inspektorat;

e. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan
yvang berlaku;

f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan
pelaksumman pembayuran guji Pegawai Negeri Sipil dan
honorarium pegawai honorer;

g mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan
pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku:

h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan
jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;



(1)

(2)

(3)

j- meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan

yang dibiayai oleh APBD di lingkup Inspektorat;

k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

I, meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan
lainnya;

m. melaksanakan verifikasi keuangan sesuai ruang
lingleup tugas;

n. menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi
akunting penerimaan kas, akunting pengeluaran kas,
akunting asset tetap dan akunting selain kas;

o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan
keuangan kegiatan APBD di lingkup Inspektorat;

p. menyusun laporan neraca keuangan Inspektorat
setiap triwulan dan akhir tahun;

q. memantau pelaksanaan / penggunaan anggaran
belanja inspektorar;

r. melaksanakan koordinasi/ konsultasi masalah
keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;

s. meclaksanakan  pengendalian dan  pengawasan
keuangan lingkup Inspektorat;

t. mercmajakan data dalam sistem informasi manajemen
keuangan Inspektorat;

u. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
keuangan kepada Atasan;

v. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan
pihak-pihak lain dalam memperiancar pelaksanaan
tugas kedinasan;

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

x. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu (IRBAN)

Pasal 10
Dalam rangka menunjang optimalitas pelaksanaan tugas
dan fungsi Inspektorat Daerah dibentuk IRBAN 1, 11, 111, IV
dan IRBAN Khusus.

IRBAN 1, 11, HII, IV dan IRBAN Khusus berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku.

IRBAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat membawahi jabatan fungsional vang melaksanakan
fungsi pengawasan, sebagaimana ketentuan perundang-
undangan.



(4

(5

(1)

(2)

(3)

(4)

Kelompok Jabatan fungsional pengawasan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah jabatan fungsional
pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
ini.

Jenjang Jabatan  fungsional pengawasan  vang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada IRBAN, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
avat (4) setinggi-tingginya sampai dengan Jenjang Madya.

o
inspektur Pembantu (TRBAN) I, 11, 11l dan IV
Pasal 11
IRBAN 1, II, I dan IV mempunyai tugas membantu

Inspektur dalam  melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan,
kinerja dan urusan pemerintahan yang disclenggarakan
Perangkat Daerah.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi tugas pengawasan,
Inspcktur sclaku pimpinan APIP menctapkan pcmbagian
wilayah kerja bagi IRBAN I, 11, Il dan IV.

IRBAN 1, 1, Il dan TV mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan internal pada lingkup wilayah kerja masing-
masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), IRBAN [, II, IIl dan IV mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan
dan pengawasan terhadap Perangkat Dacrah :

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penvelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

¢. pengawasan terhadap penyelenggaraan  urusan
pemerintahan vang meliputi bidang tugas Perangkat
Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan (fasilitasi

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya (lembaga



(S)

k.

Provinsi dan/atau Pusat) dalam rangka pengawasan
Non-tertentu;

. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan;

ponyusunan laporan hasil pengawasan,
menvelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan,
konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan
evaluasi  dalam konteks  pengawasan  atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;dan
pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan
dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Inspektur Pembantu
mempunyai perincian tugas :

a.

menyusun rencana dan Program Kerja Pengawasan
Tahunan |[PKFPT) penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di masing-masing wilayah kerja;
menyelenggarakan  penyiapan bahan  perumusan
kebijakan teknis pengawasan;

menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan
internal,

menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan
teknis pengawasan intemal;

menvelenggarakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan pengendalian pengawasan internal;

menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan
internal dengan Unit kerja terkait;

menyelenggarakan pemantauan tindaklanjut;

. menyelenggarakan tugas pengawasan internal lain

sesuai tugas dan fungsinya;

menyelengearakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Inspekiur Pembantu;

menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan pemantauan tindaklanjut hasil
Pﬂ:ﬂgﬂ“’ﬂﬂﬂ.ﬂ;

menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan
kegiatan pengawasan internal;dan

. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya vyang

diberikan Pimpinan sesuai peraturan perundangan-
undangan;



Pasal 12
Pembagian wilayah pembinaan dan pengawasan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) IRBAN I, 1I, I, dan IV
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Paragrafl 6
Inspektur Pembantu (IRBAN) Khusus

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu khusus dipimpin oleh seorang
inspekiur Pembantu khusus.

{2) IRBAN Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur
dalam merumuskan program kerja pengawasan,
mengendalikan program kerja pengawasan,
melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau
melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan
fungsi yang dilaksanakan [IRBAN I, II, IIl dan IV selaras
dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
avat (1), IRBAN Khusus mempunvai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengawasan

khusus/tertentu;

b. perencanaan program urusan pengawasan
khusus/tertentu;

c. penyelenggaraan urusan pengawasan
khusus/tertentu;

d. penyelenggaraan pembinaan konteks  urusan
pengawasan khusus/tertentu berupa :@ sosialisasi,
bimbingan, pendampingan dan konsultasi (penjelasan
dan/atau arahan):

e. penyelenggaraan pengendalian berupa supervisi,
pengoordinasian dan harmonisasi urusan pengawasan
khusus/tertentu;

f. pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan
konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait
sesuai konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dalam konteks urusan pengawasan khusus/ tertentu;

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan
dan/atau ketentuan perundang-undangan.
(4 Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2], Inspektur Pembanitu
mempunyai perincian tugas :



menyelenggarakan  penyiapan bahan untuk
perumusan kebijakan teknis urusan pengawasan
khusus/tertentu;

menvelenggarakan perencanaan berupa penyiapan
bahan dan menyusun rencana, kegiatan dan
program kerja pengawasan tahunan (PKPT) urusan
pengawasan konteks khusus/tertentu;

menyelenggarakan penyusunan pedoman
pelaksanaan urusan pengawasan khusus/tertentu;

menyelenggarakan pelaksanaan urusan pengawasan

khusus/tertentu, diantaranya sebagai berikut :

1} menvelenggarakan pelaksanaan kinerja rutin
pengawasan, yaitu menyelenggarakan
pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Daerah (RPJIMD). reviu
Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), reviu
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond
Anggaran Sementara (KUAPPAS), reviu Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reviu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), reviu Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), reviu penyerapan
anggaran (TEPRA), sesuai pedoman/petunjuk
sebagaimana ketentuan yang berlaku;

2) menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan
prioritas Nasional, pengawalan Reformasi
Birokrasi (RB), penegakan intregritas, dan
peningkatan kapasitas APIP;

3) menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigasi,
proses penyelesaian tuntutan
pembendaharaan/tuntutan ganti rugi atau
TPTGR, dan perhitungan kerugian keuangan
Negara / Daerah);

4) menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan
atas  hasil rekomendasi  laporan Hasil
Pemeriksaan APIP;

3) menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan
atas penanganan pengaduan masyarakat;dan
6) melaksanakan tugas sejenis/serumpun lainnya.

melaksanakai pembinaan konieks urusan
pengawasan khusus/tertentu berupa : sosialisasi,



bimbingan, pendampingan dan konsultasi

(penjelasan dan/atau arahan), diantaranya sebagai

berikut :

1) melaksanakan sosialisasi, bimbingan,
pendampingan dan konsultasi terkait urusan
pengawasan khusus;

2) melaksanakan konsultasi kepada lembaga
pengawasan pemerintah : Inspektorat Provinsi,
BPKP, BPK-RI, KPK dan lembaga sejenis lainnya;

dan
3) melaksanakan tugas sejenis/serumpun lainnya.
menyelenggarakan pengendalian berupa

pengoordinasian, supervisi dan harmonisasi urusan
pengawasan khusus/tertentu. diantaranya sebagai
berkut :

1) menyiapkan konsep dan bahan pengelolaan
pelaksanaan pemeriksaan yang selaras terpadu
antar unit terkait;

2) melaksanakan pengelolaan pemeriksaan yang
selaras terpadu antar unit terkait;

3) mengoordinasikan tugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) dalam konteks pelaksanaan urusan
pengawasan khusus/tertentu;

4) mengoordinasikan perangkat daerah terkait
pendataan dan penyusunan informasi LHKASN
dan LHKPN (dalam konteks pencegahan);dan

5) melaksanakan tugas sejenis/serumpun lainnya.
melaksanakan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan
konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait
sesuai konteks urusan pengawasan khusus/tertentu,
diantaranya sebagai berikut :

1) melaksanakan kerjasama pencegahan tindak
pidana korupsi dengan lembaga pengawasan,
penegak hukum, dan pihak terkait lainnya;

2) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi dengan lembaga pengawasan,
penegak hukum, dan pihak-pihak terkait;

3) memberikan fasilitasi kepada lembaga
pengawasan, penegak hukum, dan pihak terkait
lainnya;

4] melaksanakan koordinasi dan konsuliasi kepada

lembaga pengawasan, penegak hukum, dan
pihak terkait lainnya;dan



(1)

(2)

i3)

5) melaksanakan tugas sejenis/serumpun lainnya.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

hasil pengawasan dalam konteks urusan pengawasan

khusus/tertentu, diantaranya sebagai berikut :

1) mcemantau pclaksanaan agenda intomal Dacrah
dalam " konteks urusan pengawasan
khusus/tertentu;

2) memantau tindak lanjut hasil pengawasan
urusan pengawasan khusus/tertentu;

3) melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan urusan pengawasan
khusus/tertentu; dan

4) melaksanakan tugas sejenis/serumpun lainnya.
menyusin telaahan staf sebagai hahan pertimbhangan
pengambilan kebijakan;dan

melaksanakan tugas lain yang relevan sebagaimana
diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan

perundang-undangan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan
Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional pengawasan terdiri atas
ienaga iungsionai Auditor (JFA) dan PZUFD.
Jenjang Jabatan Fungsional Auditor, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Auditor Terampil, dengan jenjang jabatan;

a.l. Jabatan Auditor Pelaksana;

a.2. Jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan;

a.3. Jabatan Auditor Penyelia.
b. Auditor Ahli, dengan jenjang jabatan:

b.1. Jabatan Auditor Pertama;

b.2. Jabatan Auditor Muda;

b.3. Jabatan Auditor Madya; dan

b.4. Jabatan Auditor Utama.

Jeiyjang Jabatawn Fungsioual P2UPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. P2UPD Pertama;
b. P2ZUPD Muda;dan
¢. PZUPD Madya



Pasal 15

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, merupakan jabatan karir yang
hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Pimpinan APIP sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

(1)

(2)

(3)

4

Pasal 16

Tugas auditor adalah melaksanakan  kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,
pengendalian, evaluasi pengawasan.

Auditor yang melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), harus mendapat surat
penugasan dari pimpinan instansi APIP.

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang
meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi,
asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai, atas efisiensi dan efeklifitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi,
Auditor berwenang untuk :

a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang
diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang
terkait;

b. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan
uang dan barang milik negara, di tempat
pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tatausaha
keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening
koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang
terkait dengan penugasan;

Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi

yvang diperlukan dalam penugasan pengawasar,

d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam
pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan

¢. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika
diperlukan.

Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik
auditor.

o



Pasal 17

(1) Perincian kegiatan auditor terampil sesuai dengan jenjang
jabatan, sebagai berikut:

a. Auditor Pelaksana adalah:

a.l.

a.2.

a.3.

a.4.

a.5.

a.b.

a.7.

a.8.

an,

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam audit kinerja;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam audit atas aspek keuangan
tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam audit
khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana
korupsi,

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam kegiatan evaluasi;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam kegiatan reviu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam kegiatan pemantauan;
melaksanakan tugas-tugas pengawasan

scdcihiana dalam kcgiatan pengawasan lain,
melaksanakan tugas-tugas pengawasan
sederhana dalam rangka membantu
melaksanakan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
pengawasan.

b. Auditor Pelaksana Lanjutan adalah:

b1

b.2.

b.3.

b.4.

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam audit kinerja;

melaksanakan tugas-rugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam audit atas aspek
keuangan tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan
tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam audit
khusus/investigasi /berindikasi  tindak pidana
korupsi;



b.5.

b.6.

b.7.

b.B.

b.9.

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
mclaksanakan tugas-tugas pongawasan dengan
kompleksitas rendah  dalam kegiatan
pemantauan;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan
lain;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas rendah dalam rangka membantu
melaksanakan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
pengawasarn.

c. Auditor Penyelia adalah:

e:1:

c.2,

c.3,

c.4.

c.5.

c.b.

e,

c.8.

c.9,

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam audit kinerja;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam audit atas aspek
keuangan tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan
tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam audit
khusus/investigasi /berindikasi tindak pidana
korupsi;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu:

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas  sedang  dalam kegiatan
pemantalan;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan
lain;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas sedang dalam rangka membantu
melaksanakan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
pengawasan.



(2) Rincian kegiatan Auditor Ahli sesuai dengan jenjang
jabatan sebagai berikut:
a. Auditor Pertama adalah:

a.l.

a.2.

a.3.

a4

a.5.

a.b.

a.7.

a.i.

a9,

a.10

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
komplcksitas tinggl dalam audit kincrja;
melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek
keuangan tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan
tertentu;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam audit
khusus/ investigasi/berindikasi  Undak pidana
korupsi;

mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam
proses penyidikian dan/atau peradilan kasus
hasil pengawasan;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu,

miclaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggl dalam kegiatan pengawasan
lain;

melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan
kompleksitas tinggi dalam rangka membantu
melaksanalan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
peEngawasan.

b. Auditor Muda adalah:

b.1.

b.2.

b.3.

b.4.

memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit
kinerja;

memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit
aias aspck Kouangan lerieniu;

memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit
untuk tujuan tertentu;

memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit
khusus/ investigasi/ berindikasi lindak pidana
korupsi;



b.5.

b.6.

b.7.
b.8.

b.9.

b.10

mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam
proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil
pengawasan;

memimpin  pelaksanaan  suatu  penugasan
evaluasi;

memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
memimpin  pelaksanaan  suatu  penugasan
pemantauan;

memimpin  pelaksanaan suatu  penugasan
pETigawaseain waiii;

memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam
rangka membantu melaksanakan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan
evaluasi pengawasan.

¢. Auditor Madya adalah:

A

.

oty I8

.2,

s

c4.

c.a.

mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam
proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil
pengawasan;

mengendalikan  teknis  pelaksanaan kegiatan
pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan,
dan pengawasan lain);

melaksanakan kegiatan pengorganisasian
pengawasan,

melaksanakan kegiatan pengendalian
pengawasan;

membantu melaksanakan kegiatan perencanaan
dan evaluasi pengawasan.

Audiior Utama adalali:

d.1

d.2

d.3

d.4

mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam
proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil
pengawasar;

mengendalikan mutu  pelaksanaan  kegiatan
pengawasan  (audit,evaluasi,reviu,pemantauan,
dan pengawasan lain);

melaksanakan kegiatan perencanaan
pengawasan;

melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan oleh
Auditor, pimpinan APIP membentuk Tim yang
susunannya terdiri dari :

a. Pengendali Teknis;
h. Ketua Tim;
c. Anggota.

Apabila tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang
jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 pada avat (1) atau ayat (2),
auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan APIP.

Pasal 19

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Duciali (P2UPD) adalals  jubalan lungsionsl  yaog
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah,
di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipil.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD) yang seclanjuinya disebut Pengawas
Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil vang diberi
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yvang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan
pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
adalah proses kegiatan vang ditujukan untuk menjamin
agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat
fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis
urusan pemerintahan di dacrah pada instansi pemerintah
pusat dan daerah.



(5) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya,
bertanggsungjawab secara hirarkis kepada pimpinan
instansi APIP,

Pasal 20
(1) Tugas jabatan fungsional P2UPD yaitu meclaksanakan
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi
reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.
(2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional P2UPD vang
dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

a. pelaksanaan manajemen pengawasan;

b. pengawasn umum penyelenggaraan pemerintahan
Daecrah;

c. pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM), sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. pengawasan terhadap ketaatan atas morma, standar,

prosedur dan  kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah;

e. pengawasan Llerhadap dampak penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan
Daerah;

f. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di
Daerah;

g pemeriksaan khusus; dan

h. pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas
intern pemerintah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), P2UPD harus mendapatkan penugasan secara
tertulis dari pimpinan APIP.

Pasal 21

Perincian kegiatan P2UPD sesuai jenjang jabatan sebagai
berikut:
a. P2UPD Ahli Pertama, meliputi:
1.  menyiapkan balian dan mengidentifikasi isu stiaiegis
dalam rangka penyusunan konsep rencana
pengawasan 5 (lima) tahunan;
2. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu strategis
dalam rangka penyusunan konsep rencana
pengawasan tahunan;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

menyiapkan bahan melalui identifikasi isu strategis
dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis
atau rencana kerja;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
keria pengawasan meliputi reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan
pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program  kerja pengawasan meliputi reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
menyiapkan  bahan  ekspose  program  kerja
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditetapkan dalam pembagian urusan;
mcnylapkan bahan dan mengidentifikasi kcbijakan
yang ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
menyviapkan bahan dan mengidentifikasi kebiiakan
vang ditetapkan dalam keuangan daerah;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditetapkan dalam pembangunan daecrah;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditetapkan dalam pelayanan publik;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditetapkan dalam kerja sama daerah;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditctapkan dalain kobijaran dacrali;
menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebijakan
yang ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

menviapkan bahan penyvusunan konsep laporan hasil

pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan
umum penvelenggaraan pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja  reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau



19.

20.

21.

22,

23.

24.

26.

pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan  dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

menyiapkan bahan ekspose atas program kenja
pengawasan dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal;

mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah
dalam pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

mengidentifikasi capaian pelaksanaan pelayanan
dasar atau standar pelayanan minimal;

mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan
sumber daya dalam pencapaian standar pelayanan
minimal;

menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas
kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas
kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk
pelaksanaan fugas dalam pengawasan capaian
standar pelayanan minimal;

. menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil

pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan
atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;

. mengumpulkan data untuk penyusunan program

kerja  revin, evaluasi, monitoring, dan /atau
pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah;

. mengumpulkan data untuk penyusunan revisi

program kerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

menyiapkan bahan ekspose atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atas



31.

33.

35.

37.

39,

41.

12,

pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

. mengidentifikasi cfisicnsi dan clckiifitas penggunaan

sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria;

menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas
kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas
kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk
pelaksanaan  tugas dalam  pengawasan  atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

menviapkan bahan penvusunan konsep laporan hasil

pengawasan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan
atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

. mengumpulkan data untuk penyusunan program

kerja  reviu, evaluasi, monitoring, dan /atau
pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan /atau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

. menyiapkan bahan ekspose terhadap dampak

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan dacrah;

mengidentifikasi target capaian yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

. mengidentifikasi dampak  pelaksanaan  urusan

dibandingkan dengan capaian target dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran;
mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan
sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria;

menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas
kerja pemeriksaan, kertas kerja moniforing, kertas
kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk
pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap



43.

45.

47

49,

51.

52.

57.

dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
oleh pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan ckspose laporan hasil pengawasan
terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja  reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau
pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

menyiapkan  bahan  ekspose  program kerja
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

. mengidentifikasi penvelenggaraan pemerintahan desa

vang memiliki potensi penyimpangan;
menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas
kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas
kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk
pelaksanaan tugas dalam pengawasan
penvelenggaraan pemerintahan desa;

. menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
menviapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa;
mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja pemeriksaan khusus;

. mengumpulkan data untuk penyusunan revisi

program kirja pocmcoriksaan khiuisus;

. menyiapkan bahan ekspose  program kerja

pemeriksaan khusus;

. mengumpulkan data dukung dari pemberi informasi

dalam rangka pemeriksaan khusus:

. memverifikasi data pendukung dari pemberi informasi

dalam rangksa pemeriksaan khusus;

menyiapkan bahan dan data klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;



58.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

68.

09.

70.

71.

T2.

menyusun  kertas kerja pengawasan  untuk
pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan
pengaduan masyarakat;

menyiapkan data dan dokumen administrasi yang
dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli
atau saksi fakta;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil
pemeriksaan khusus;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pemeriksaan
khusus;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja  reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau
pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas
intern pemerintah;

mengumpulkan data wuntuk penyusunan revisi
program kerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah;

menyiapkan  bahan  ckspose program  kerja
pengawasan wajib  dilakukan oleh  aparat
pengawas intern pemerintah;

mengidentifikasi dokumen terkait rencana
pembangunan jangka menengah daerah;

- mengidentifikasi dokumen terkait rencana strategis;
67.

mengidentifikasi dokumen terkait perencanaan
pembangunan dan anggaran daerah tahunan dengan
ketentuan;

mengidentifikasi  dokumen  terkait penyusunan
laporan kinerja;

mengidentifikasi dokumen terkait laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

mengidentifikasi dokumen dan  kebijakan terkait
pelaksanaan sislem pengendalian internal

pemerintah;

mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen tindak
lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan
dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas
intern pemerintah;

mengumpulkan data dan  kebijakan  terkait
pelaksanaan kerja sama aparat pengawas intern
pemerintah dengan instansi lain;



73.

74.

75.

76.

.

mengumpulkan data dan  kebijakan  terkait
pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan
pungutan liar;

mengumpulkan data dan  kebijakan  terkait
pelaksanaan reformasi birokrasi;

mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil
pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas
intern pemerintah; dan

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan
wajib dilakukan aparat pengawas intern pemerintah.

b. P2UPD Ahli Muda, meliputi:

1.

10.

11,

12,

()
45 ]

menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan
konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;

menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan
konsep rencana pengawasan tahunan;

menyusun konsep rencana pengawasan tahunan;

menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan
konsep rencana strategis atau rencana kerja;

melaksanakan kegiatan pengorganisasian;

menyusui piogian keija ieviu, evaluasi, rureitoring,
dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan
pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

menyusun revisi program kerja reviu, cvaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam pembagian urusan;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kelembagaan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kepegawaian daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam keuangan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam pembangunan daerah;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

21,

22,

23,

24,

25.

26.

27.

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan pelayanan publik;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kerja sama daerah;

menganalisis dan mongovaluasi kebijakan  yang
ditetapkan dalam kebijakan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan dacrah;

menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam
pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

menyusun bahan ekspose atas program kerja
pengawasan dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan vang
ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib
pemerintahan daerah dalam pengawasan
capaian standar pelayvanan minimal;

mengevaluasi dan menganalisis capaian pelaksanaan
standar pelayanan minimal;

mengevaluasi dan menganalisis efisiensi dan
efektifitas  penggunaan sumber daya dalam
pencapaian standar pelayanan minimal;

melakukan revia kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja revin untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas
capaian standar pclayanan minimal;



31.

32.

33.

39,

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek  pengawasan  atas  hasil
pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan
atas pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

menyusun program Kkerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan |kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

menyusun bahan ekspose atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

mcenganalisis dan mengovaluasi  kebijakan  yang
ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren;

menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

menganalisis dan mengevaluasi efisiensi  dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

. mclakukan roviu kortas korja pongawasan  ahli

pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan atas pengawasan Kketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan
menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan
atas pengawasan ketaatan norma. standar, prosedur,
dan kriteria;



41.

42,

43.

45.

47,

49,

51.

22,

menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyusun revisi program keria reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyusun bahan ekspose terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintaban daerah;

menganalisis dan mengevaluasi target capaian yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah;

menganalisis dan mengevaluasi dampak pelaksanaan
urusan dibandingkan dengan capaian target dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran;
menganalisis dan mengevaluasi cfisiensi dan
efektifitas penggunaan  sumber dava dalam
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kega reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan dacrah;

menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan
terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;

menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa;



57.

menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

menganalisis dan mengevaluasi  penyelenggaraan
pemerintahan  desa yang memiliki  potensi
penyimpangan;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyiapkan wusulan konsep surat atensi kepada
pimpinan obiek pengawasan penvelenggaraan
pemerintahan desa;

58. menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan

penyvelenggaraan pemerintahan desa;

59. menyusun program kerja pemeriksaan khusus;

28

62.

67.

69.

menyusun revisi program kerja pemeriksaan khusus;
. menyusun bahan  ekspose  program kerja
pemeriksaan khusus;

melakukan analisis dan penelashan atas informasi
awal dalam rangka pomeriksaan khusus,

melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk
penyusunan bahan klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

menyusun  konsep laporan klarilikasi pengaduan

masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

. melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli

pertama  untuk pelaksanaan tugas dalam
pemeriksaan pengaduan masyarakat;

menyiapkan data dan dokumen administrasi vang
dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli
atau saksi fakta;

menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan
khusus;

. menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada

pimpinan objek pemeriksaan khusus;

menyusun bahan ekspose laporan hasil pemeriksaan
khusus;



70.

1.

72.

73.

74,

76.

77,

79,

81.

82.

83.

menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan
oleh aparat pengawas intern pemerintah;

menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan
wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen
terkait rencana pembangunan jangka menengah
daerah dengan ketentuan yang berlaku;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen
terkait rencana strategis dengan ketentuan;

. menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen

terkait perencanaan pembangunan dan anggaran
daerah tahunan dengan ketentuan;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen
terkait penyusunan laporan kinerja dengan
ketentuan;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen

terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan ketentuan;

. menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen

dan  kebijakan terkait pelaksanaan  sistem
pengendalian internal pemerintah dengan ketentuan;
menganalisis dan mengevaluasi dokumen tindak
lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas
Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat
pengawas  intern pemerintah atas
kemajuan penyelesaiannya;
menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data dan
kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama aparat
pengawas intern pemerintah dengan instansi lain;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data dan
kebijakan terkait pelaksanaan aksi pencegahan

menganalisis dan mengevaluasi data dan dokumen
terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;

mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan
penvelenggaraan urusan pemerintahan daerah:
menyusun konsep laporan hasil pengawasan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;



85.

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah; dan

menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan

wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah.

. P2UPD Ahli Madya, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

15.

menyusun konsep rencana pengawasan 5 (lima)
tahunan;

mengevaluasi rencana pengawasan tahunan;
menyusun konsep rencana strategis atau rencana
kerja;

melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan;
mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum  penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum penvelenggaraan
pemerintahan daerah;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program
kerja pengawasan umum penvelenggaraan
pemerintahan daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan vang
telah ditetapkan dalam pembagian urusan;
merekomendasikan perbaikan atas kebijakan vang
telah ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam kepegawaian dacrah;
merckomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam keuangan daerah;
merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam pembangunan daerah;

merckomendasikan perbaikan atas kebijakan vang
telah ditetapkan dalam pelayvanan publik;

. merslomendosiiban perbailen atas kebljakan yang

telah ditetapkan dalam kerja sama daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam kebijakan daerah;



16.

17.

18,

19,

21.

22,

23.

24,

27.

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari
P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari
P2UPD Ahli Muda;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan
hasil pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan /atau pemeriksaan dalam
péngawasan capaian standar pelayanan
minimal;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
melakukan supervisi pelaksanaan eckspose atas
program kerja pengawasan dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;
merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam penvelenggaraan urusan
wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;
merekomendasikan perbaikan atas  capaian
pelaksanaan standar pelayanan minimal;

. merekomendasikan peningkatan efisiensi dan

efektifitas penggunaan  sumber daya dalam
pencapaian standar pelayanan minimal;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal
yang telah dilakukan reviu oleh P2UPD Ahli Muda;
melakukan revinu rekomendasi dan menyetujui
laporan hasil pengawasan atas pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan

atas capaian standar pelayanan minimal dari P2UPD
Ahli Muda;



31.

32.

33.

40.

melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan
capaian standar pelayanan minimal dari P2UPD Ahli
Muda;

melakukan supervisi pelaksanaan ckspose laporan
hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar
pelayanan minimal,

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan olch pemerintah;

melakukan supervisi pelaksanaan eckspose atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang
telah ditetapkan dalam penvelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren;

merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

merckomendasikan perbaikan guna efisiensi dan
cfektifitas  penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama  meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaiuasi, kertas kerja
reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan
atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang
telah dilakukan reviu oleh P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan
dari P2UPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan dari P2UPD Ahli Muda
atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan
hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;



41.

42,

43.

45,

47,

49,

51.

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

mengusulkan revisi program kerja reviu, cvaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;
merekomendasikan perbaikan atas target capaian
yvang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah;

merekomendasilkan  perbailkkan atas  dampak
pelaksanaan urusan dibandingkan dengan
capaian target dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran;

merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan
efekiifilas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah
yang telah dilakukan reviu oleh P2UPD Ahli Muda;
melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan
dari P2UPD Ahli Muda terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah dari P2UPD Ahli Muda;
melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan
hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan
daerah;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa;



52.

35.

o7.

& 8

61.

62.

63.

67.

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program
kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

memberikan rekomendasi perbaikan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa;

melakukan revia kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerjn pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
yang telah dilakukan reviu oleh P2UPD Ahli Muda;
melakukan roviu konscp laporan hasil pongawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dari P2ZUPD Ahli
Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dari P2UPD Ahli Muda;
melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan
hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

mengusulkan program kerja pemeriksaan khusus;
mengusulkan revisi program kerja pemeriksaan
khusus;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program
kerja pemeriksaan khusus;

melakukan reviu hasil peneclaahan pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

mengendalikan teknis proses penelaahan dalam
rangka pemeriksaan khusus;

menynsun konsen kiarifikasi pengaduan masyarakat
dalam rangka pemeriksaan khusus;

melakukan reviu hasil klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus dari
P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu kertas kera pengawasan ahli
pertama untuk pelaksanaan tugas dalam
pemeriksaan pengaduan masyarakat vang telah
dilakukan reviu olch P2UPD Ahli Muda;

menyiapkan data dan dokumen administrasi yang

dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli
atau saksi fakta;



69,

70.

T1.

T2,

73.

T4,

75.
706.

77.
78.

79.

81.

/2

melakukan reviu konsep laporan hasil pemeriksaan
khusus dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pemeriksaan khusus dari P2UPD Ahli
Muda;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan
hasil pemeriksaan khusus;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan
oleh aparat pengawas intern pemerintah;
mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan
oleh aparat pengawas intern pemerintah;

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program
kerja pengawasan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah;

merekomendasikan hasil reviu rencana
pembangunan jangka menengah daerah;
merekomendasikan hasil reviu rencana strategis;

morckomendasikan hasil TV pETCncanaan
pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
merekomendasikan hasil reviu laporan kinerja;
merekomendasikan hasil reviu laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
merekomendasikan hasil evaluasi sistem
pengendalian internal pemerintah;
merekomendasikan hasil monitoring dan evaluasi
tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas
Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat
pengawas intern pemerintah;

merekomendasikan hasil pelaksanaan kerja sama
aparat pengawas intern pemerintah dengan instansi
lain;

merekomendasikan  hasil maonitoring dan  evalnasi
pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan
liar;

merekomendasikan hasil penilaian pelaksanaan
reformasi birokrasi;

mendampingl perangkat daerah dalam pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan
wajib dilakukan dari P2UPD Ahli Muda;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

86. melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan wajib dilakukan dari
P2UPD Ahli Muda; dan

87. melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan

hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas mntern pemerintah.

Pasal 22

Dalam  rangka  pelaksanaan tugas pengawasan
pemerintahan oleh P2UPD, pimpinan APIP membentuk
Tim yang susunannya terdiri dari :

a. Supervisor;
b. Ketua Tim;
b. Anggota Tim.

Apabila pada tidak terdapat P2UPD yang sesuai dengan
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka P2UPD lain
yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan
terscbut berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan APIP.Dalam rangka pelaksanaan tugas
Pengawasan Pemerintahan, pimpinan APIP membentuk
Tim yang susunannya terdiri dari :

a. Supervisi;

b. Ketua Tim;

b. Anggota Tim.

8
Sub-Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok subtansi merupakan tugas tambahan kepada
pejabat fungsional selaku Sub-koordinator jabatan
fungsional.

Sub-koordinator  jabatan  fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi Administrator.

Sub-koordinator  jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Sekretaris Daerah.

Pengaturan lebih lanjut tentang Sub-koordinator jabatan

fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Selain Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Dasrah dapat
pula ditambah kelompok jabatan fungsional lainnya;

Jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah jabatan fungsional yang dibutuhkan
sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja dan/atau sesuail ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

Setiap pimpinan, dan Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing, dalam lingkungan Dinas,
maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan
sistem pengendalian internal di lingkungan masing-
masing.

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di
bawahnya.

Pasal 26

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat pasca
penyederhanaan  struktur organisasi Inspektorat, agar
ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada pola proses bisnis,
Standar Operasional Proscdur (S0P}, tata hubungan kerja
antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai tertib administrasi
pemerintahan yang berlaku.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat Pengawas pada unit kerja Inspektorat Daerah yang
berubah sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati ini, tetap
melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
Naerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 08
Tahun 2020}, sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati
Nomor 160 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor __ Tahun
2021), sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Iinspektorat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2021);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya,  memerintankan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Desember 202

o e
Diundangkan di Purwakarta

: % AY/NA MUSTIKA
pada tanggal 4 Desember Zez)

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 202l NOMOR 229
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